BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROPINSI MALUKU

PERATURAN
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TL/ DAN PEMERIK A

KEUANGAN (BPK)
BUPATI SERAM BAGIAN BA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentu

fua”ngan (BPK)
perundang-

Tertentu disampail
kepada Bupati
undangan;

b. bahwa

acuan dalam

dal
-Badan Pemeriksa

1999

Mengingat tentang

omor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
“ Negara Republik Indonesia Ta.hun 2003

, 1 Tahun 2004 tentang
) i (Lembaran Negara Republik

sia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
‘ : Indonesia Nomor 4355);

Pen ge alaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
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66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah . diubah
beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Un
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua a: Undang—
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemen :
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor .5
Lembaran Negara Nomor 5679);Undang- ~
Tahun 2004 tentang Perimbangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Negara Republik Indonesia Tahun
Tambahan Lembaran Negara Republi

6. Undang undang Nomor 40 Tahun 20

Kabupaten ,Seram Bagian Timur Se

Kabupaten Kepulauan Aru _di Propinsi Maluku

6 Nomor 25, Tambahan
2 Nomor 4614);

Perubahan atas Peraturan Menteri
] ’I‘ahun 2006 tentang Pedoman
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14 Peraturan Daerah Seram Bagian Barat Nomor 08 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabjupaten Seram Bagian Barat Tahun
2008 Nomor 08 Seri A);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Bara ]
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peran
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
Tahun 2016 Nomor 3);

16 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian B
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendap
Daerah Tahun 2018. :

‘dan Belanja

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJ
HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

tindak lanjut hasﬂ peméhksaan BPK.
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. 11. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang
selanjutnya disebut Tim TLHP BPK adalah tim yang dibentuk oleh Bupati

untuk melaksanakan TLHP BPK.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya pedoman TLHP adalah untuk. yerikan acuan
bagi Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemenksaan B'
(2) Tujuan ditetapkannya pedoman TLHP adalah agar tir
hasil pemeriksaan BPK dapat dilaksanakan seca
akuntabel yang meliputi koordinasi pere

pemantauan, dan pelaporan TLHP BPK.

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal

Ruang Lingkup pedoman TLHP. ‘men
pelaporan TLHP BPK yang melip
a. pemeriksaan keuangan,

b. pemeriksaan kinerja; dan
c. pemeriksaan dengan tuju

dan

(1) Sisteniatika Pedoman *
a. Pendahuluan,

dalam lampiranadan rupakan bagian yang tidak terpisahkan.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini

mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Penanggung Jawab ’
BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita D
Bagian Barat. ’

Paraf Koordinasi

| Jabatan
Sekda
Asisten 1

| Kabag Hulkum
Kepala Inspektorat

Diundangkan di Piru
pada tanggal April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM B,

Ny

MANSUR TUHAREA

BERITA DAERAH m TEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 32018 NOMOR
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

TENTANG : PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN (TLHP) BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadap1 tuntutan perkemban ‘
sasaran pembangunan sesuai dengan aspn'asx 1
Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai perar
dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di
diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tata kepemenntahan yang b
(good governance). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu diduk
peran dan fungsi pengawasan yang efektif, ef 1, dan akuntabel.

an pencapaian

Pengawasan sebagai suatu proses. 1
terputus dari mulai dari perencanaan peﬁgawasan, pen;

manajemen
_akan mendorong

PK ‘tentang tindak lanjut atas
cnjadx salah satu dasar penilaian

) lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
‘kepada DPRD, LHP juga disampaikan oleh BPK kepada
Pemerintah Daerah Dalam hal LHP keuangan, hasil pemeriksaan BPK
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digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan koreksi dan
penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah
diperiksa (audited flnanclal statements) memuat koreksi dimaksud sebelum
disampaikan kepada DPRD.

. dan

yang
LHP

Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti rekomenda
diberi kesempatan untuk menanggapi temuan serta kesi
dikemukakan dalam LHP BPK. Tanggapan dimaksud disertakas
BPK yang disampaikan kepada DPRD. :

Atas dasar tersebut, perlu disusun pedoman m pelaksanaan
tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK guna mempercepat pelaksanaan TLH
BPK: =

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman TLHP BPK di Daerah di 1
acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil g
BPK. P HES

TLHP BPK bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pemerik
akuntabel meliputi koordinasi perencanaan,

emerintah Kabupaten
ntauan, dan pelaporan

LHP disampeikan oleh BPK kepada Bupati dan DPRD dengan
tembusan disampaikan kepada Inspektorat. Selanjutnya Tim TLHP BPK yang
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dibentuk oleh Bupati menindaklanjuti LHP BPK dengan batas waktu paling
lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5. TIM TLHP BPK

Untuk melaksanakan koordinasi dengan DPRD dalam idaklanjuti
LHP BPK di Daerah yang tldak dimintakan penjelasan"? i

TLHP BPK Daerah.
Susunan personalia Tim TLHP BPK terdiri dari:

1. Wakil Seram Bagian Barat selaku penanggung jaw V(
mengkoordinasikan pelaksanaan TLHP BPK setelah diterimanyz

. 1 membuat /melengkapi
/mem rtanggungawab dan/atau menyetorkan uang ke Kas
gara sesuai dengan rekomendasi BPK.

juti temuan LHP BPK melaporkan pelaksanaan
a BPK dan DPRD sesuai dengan ketentuan

r g-undangan, sedangkan tembusannya disampaikan
melalui Inspektur selaku Sekretaris Tim TLHP BPK.
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Penanggung jawab Tim TLHP BPK melaporkan perkembangan hasil
kerja Tim TLHP BPK kepada Bupati dan DPRD paling sedikit setiap 6 (enam)
bulan sekali.

PROSEDUR

No. Prosedur

BPK menyampaikan LHP kepada DPRD dan
Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada'
Inspektur

2. | Sekretaris mempelajari dan mengldentif’ﬂcas 2
kondisi, kriteria, dan rekomendasi at&s LHP PK

yang telah dlsampmkan oleh Sekret 10 Hari
bidang tugasnya
5 Hari
5 Hari
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38.

Anggota Tim TLHP menindaklanjuti dengan
membuat/melengkapi/ mempertanggungjawankan
dan/atau menyetorkan uang ke Kas Daerah
dan/atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi
BPK

Anggota Tim TLHP melaporkan hasil TLHP kepada
BPK dan DPRD melalui Penanggung
Jawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK

10.

Penanggung jawab melaporkan hasil TLHP BPK
kepada Pemerintah Daerah untuk disampaikan
kepada BPK dan DPRD

JUMLAH

Formulir/Dokumen yang Digunakan:

1. LHP BPK;

2. Himpunan Pemantauan TLHP BPK Sem
3. Laporan TLHP BPK.
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